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ABSTRAK 

 

 

Muhamad Sofan Jupri, NIM. 50122010. 2024. Isbat Nikah Massal Masyarakat 

Paninggaran di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2023. Tesis Program Studi 

Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi 

Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. 

Kata Kunci: Isbat Nikah, Keabsahan, Pernikahan 

 Pada ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan di catat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan 

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, dalam 

hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat 

nikahnya ke Pengadilan Agama.Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan 

yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat 

oleh KUA atau PPN yang berwenang. Fakta di masyarakat, pasangan-pasangan 

nikah siri di Kecamatan Paninggaran mengajukan permohonan isbat nikah secara 

berbondong-bondong ke Pengadilan Agama Kajen. Dari keseluruhan pengajuan 

isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2023, Kecamatan Paninggaran 

menunjukkan jumlah pasangan yang signifikan dari wilayah lain yaitu sebanayk 

71 pasangan.  

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah:  Bagaimana pemahaman 

masyarakat paninggaran tentang keabsahan pernikahan? Bagaimana pemahaman 

masyarakat paninggaran tentang isbat nikah? Mengapa terjadi banyak isbat nikah 

massal di Pengadilan Agama Kajen tahun 2023. Tujuan penelitian adalah : 

Menganalisis pemahaman masyarakat paninggaran tentang keabsahan pernikahan. 

Menganalisis pemahaman masyarakat paninggaran tentang isbat nikah. 

Menganalisis alasan terjadinya banyak isbat nikah massal di Pengadilan Agama 

Kajen tahun 2023. Manfaat penelitian ini adalah : Dapat memberikan 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk pengungkapan fakta-fakta dan 

pemikiran dan untuk menjadi salah satu referensi penelitian lanjut yang berkaitan 

dengan isbat nikah dan dapat menjadi bahan informasi bagi para praktisi hukum 

dan penyuluh hukum Islam. 

Jenis penelitian ini yaitu field research dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Sumber data: data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

melalui : wawancara dan dokumentasi. Analisis data kualitatif model interaktif 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini menghasilkan temuan (1) Masyarakat paninggaran memiliki 

pemahaman keabsahan pernikahan rendah karena memahami pernikahan sah 

secara agama  dan negara tetapi pernikahan tidak dicatatkan (2)  Masyarakat 

paninggaran memiliki pemahaman isbat nikah sudah tinggi karena banyak yang 

mengajukan permohonan isbat nikah (3) Ada 2 faktor masyarakat paninggaran 

melakukan isbat nikah kerna faktor internal yaitu pemahaman masyarakat 

paninggaran terhadap isbat nikah tinggi dan faktor eksternal yaitu adanya 

dorongan dari pemerintah desa.  



 

xi 

 

ABSTRACT 

  
Muhamad Sofan Jupri, NIM. 50122010. 2024. Mass Marriage Confirmation for 

Paninggaran Community at Kajen Religious Court in 2023. Thesis Master of 

Study Program Islamic Familiy Law, Post-Graduate Program Universitas Islam 

Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Counselor: (1) Prof. Dr. H. Ade 

Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. 

Keywords : Marriage Confirmation, Validity, Marriage. 
 

              Article (2) of the Marriage Law stipulates that each marriage is recorded 

according to applicable laws and regulations. In accordance with the provisions of 

the Compilation of Islamic Law in Article 7 paragraph (2) which states that, in the 

event that a marriage cannot be proven by a Marriage Certificate, a marriage 

confirmation can be submitted to the Religious Court. Marriage confirmation is 

the ratification of a marriage that has been carried out according to Islamic law, 

but has not been recorded by the authorized KUA or PPN. The facts in society are 

that unregistered marriage couples in Paninggaran District are submitting 

applications for marriage confirmation in droves to the Kajen Religious Court. Of 

the total applications for marriage confirmation at the Kajen Religious Court in 

2023, Paninggaran District showed a significant number of couples from other 

areas, namely 73 couples. 

The formulation of the research problem is: How is the understanding 

of the Paninggaran community about the validity of marriage? How is the 

understanding of the Paninggaran community about marriage confirmation? Why 

did many mass marriage confirmations occur at the Kajen Religious Court in 

2023. The objectives of the study are: To analyze the understanding of the 

Paninggaran community about the validity of marriage. To analyze the 

understanding of the Paninggaran community about marriage confirmation. To 

analyze the reasons for the many mass marriage confirmations at the Kajen 

Religious Court in 2023. The benefits of this study are: To provide scientific 

development in the form of revealing facts and thoughts and to be one of the 

references for further research related to marriage confirmation and can be used as 

information for legal practitioners and Islamic legal counselors. 

This type of research is field research with a descriptive qualitative 

approach. Data sources: primary data and secondary data. Data collection through: 

interviews and documentation. Qualitative data analysis interactive model, namely 

data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.  

This research resulted in findings (1) The Paninggaran community has a 

low understanding of the validity of marriage because they understand that 

marriage is valid according to religion and the state but the marriage is not 

registered (2) The Paninggaran community has a high understanding of marriage 

confirmation because many have submitted applications for marriage 

confirmation (3) There are 2 factors for the Paninggaran community to carry out 

marriage confirmation because of internal factors, namely the high understanding 

of the Paninggaran community regarding marriage confirmation and external 

factors, namely encouragement from the village government. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan di Indonesia dikatakan perbuatan hukum apabila 

dilakukan menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketentuan 

hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan terdapat pada 

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah 

menjadi Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 

(Selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Undang-Undang tersebut, maka perkawinan dapat 

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah 

mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Selanjutnya pada Pasal 

2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru 

dapat dikatakan perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan 

itu dilakukan dengan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. 

Pada ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Septiandani and 

Astanti 2021)  

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengatur pentingnya 

pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti dalam menentukan 

sahnya perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan diatur secara tegas 

bahwa tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk 
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menyelesaikan permasalahannya di kemudian hari. Meskipun demikian 

perundangan-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak 

dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta 

Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui 

Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan 

ketentuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) dalam 

Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak 

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke 

Pengadilan Agama.(Ilyanawati, Bakrie, and Yumarni 2022)  

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “isbat” 

yang merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti 

“menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang 

memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “isbat nikah” 

memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) 

nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah 

dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh 

KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Pengadilan) (Rinandu, 2023).  

Isbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang 

sah dilakukan suami isteri secara hukum agama. Pencatatan perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut 
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merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan 

untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi 

bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan 

perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing 

suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan 

atau percekcokan di antara mereka akibat dari ketidakkonsistenan salah 

satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah (Ratih, 2023). 

Data yang penulis dapatkan, terjadi kenaikan yang cukup signifikan 

untuk permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 

2023. Pada tahun 2021 terdapat pengajuan isbat nikah sebanyak 35 

perkara, pada tahun 2022 terdapat pengajuan isbat nikah sebanyak 25 

perkara dan pada tahun 2022 terdapat pengajuan isbat nikah sebanyak 88 

perkara. Artinya terjadi kenaikan tiga kali lipat lebih dari tahun 2022 ke 

tahun 2023. Dari 88 perkara permohonan isbat nikah tersebut terdapat 71 

perkara yang diajukan oleh masyarakat Kecamatan Paninggaran.(Fadlillah, 

2023) Maka hal ini sangat menarik untuk diteliti oleh penulis alasan 

pasangan nikah siri melakukan isbat nikah secara massal di Kecamatan 

Paninggaran dengan judul Tesis "Isbat Nikah Massal Masyarakat 

Paninggaran di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2023”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Pernikahan yang diakui oleh negara adalah pernikahan yang dilakukan 

menurut agama masing-masing yang kemudian dicatatkan oleh pegawai 

yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dinaungi oleh 
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Kantor Urusan Agama (KUA). Jika pernikahan yang dilakukan hanya 

menurut agama Islam namun tidak dicatatkan maka tentunya pernikahan 

tersebut tidak terdaftar sebagai pernikahan yang sah menurut negara atau 

yang sering dikenal dengan istilah pernikahan siri. Pernikahan siri yang 

sudah dilakukan dan kemudian akan diresmikan menurut negara harus 

melalui proses persidangan di Pengadilan Agama dan dinamakan dengan 

isbat nikah.  

Masyarakat Paninggaran merupakan salah satu masyarakat di 

Kabupaten Pekalongan yang masih banyak ditemui adanya pernikahan 

siri. Setelah bertahun-tahun melakukan pernikahan siri masyarakat 

paninggaran berbondong-bondong melakukan isbat nikah secara massal 

di Pengadilan Agama. Isbat nikah massal tersebut dilakukan dengan 

kerjasama antara KUA Kecamatan Paninggaran dan Pengadilan Agama 

Kajen.  

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis 

membatasi penelitian pada bagaimana isbat nikah massal masyarakat 

paninggaran di Pengadilan Agama Kajen tahun 2023.  

 

1.4. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat paninggaran tentang keabsahan 

pernikahan? 

2. Bagaimana pemahaman masyarakat paninggaran tentang isbat nikah? 
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3. Mengapa terjadi banyak isbat nikah massal di Pengadilan Agama 

Kajen tahun 2023? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat paninggaran tentang 

keabsahan pernikahan. 

2. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat paninggaran tentang 

isbat nikah. 

3. Untuk menganalisis terjadinya banyak isbat nikah massal di 

Pengadilan Agama Kajen tahun 2023. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini diharapkan penelitian ini sedikitnya memiliki dua manfaat, 

yakni: 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk pengungkapan 

fakta-fakta dan pemikiran dan untuk menjadi salah satu referensi 

penelitian lanjut yang berkaitan dengan isbat nikah, terutama 

mengenai latarbelakang masyarakat menempuh nikah siri lalu 

mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama. 
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2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

bagi para praktisi hukum dan penyuluh hukum islam agar dapat 

memahami latarbelakang masyarakat masih banyak yang melakukan 

nikah siri diikuti itsbat nikah dan dapat meningkatkan kesadaran 

masyakat terhadap hukum perkawinan, juga dihrapkan dapat 

menjadi  pertimbangan kebijakan yang erat kaitannya dengan itsbah 

nikah.  
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BAB VII  

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

 

7.1. Simpulan 

1. Pemahaman masyarakat terkait keabsahan pernikahan, masyarakat 

Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dilihat menggunakan 

teori kesadaran hukum masih rendah. Dimana dari masyarakat tersebut 

sudah mengetahui dan memahami jika pernikahan yang sah harus 

dicatatkan agar diakui oleh negara namun sikap dan perilaku 

masyarakatnya masih banyak yang melakukan pernikahan secara agama 

saja. 

2. Pemahaman masyarakat terkait isbat nikah, masyarakat Kecamatan 

Paninggaran Kabupaten Pekalongan dilihat menggunakan teori kesadaran 

hukum sudah tinggi. Dimana dari masyarakat tersebut sudah memenuhi 

indikator dari kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

perilaku masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan 

sudah mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen. 

3. Alasan masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan 

mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen tahun 2023 yaitu ada 

2 faktor diantaranya faktor internal yaitu pemahaman masyarakat paninggaran 

terhadap isbat nikah tinggi sehingga mereka mengajukan permohonan isbat nikah 

ke pengadilan agama agar pernikahannya sah secara agama dan negara serta 

faktor eksternal yaitu adanya dorongan dari pemerintah desa setempat untuk 

tertib dalam administrasi kependudukan. 
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7.2. Implikasi 

Dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk 

pengungkapan fakta-fakta dan pemikiran dan untuk menjadi salah satu 

referensi penelitian lanjut yang berkaitan dengan isbat nikah dan dapat 

menjadi bahan informasi bagi para praktisi hukum dan penyuluh hukum Islam. 

 

7.3. Saran 

Agar pemerintah pusat terus mendukung pemerintah desa melalui 

pembiayaan untuk masyarakat serta pemerintah desa terus mendorong 

masyarakatnya agar terus mengajukan isbat nikah untuk ketertiban 

administrasi kependudukan.  
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